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A B S T R A K  
 

Kecamatan Samarinda Ulu merupakan kawasan perkotaan dengan 

pertumbuhan penduduk dan perkembangan permukiman yang pesat 

sehingga memerlukan sarana pendidikan yang memadai. Penelitian ini 

bertujuan menganalisis tingkat ketersediaan sarana pendidikan 

berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SNI 03-1733-2004. 

Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan 

pendekatan spasial berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). Analisis 

dilakukan dengan membandingkan jumlah fasilitas pendidikan eksisting 

terhadap kebutuhan berdasarkan jumlah penduduk dan standar 

pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan 

sarana pendidikan di Kecamatan Samarinda Ulu masih belum 

sepenuhnya memenuhi kebutuhan. Sarana SMP memiliki tingkat 

ketersediaan tertinggi sebesar 69,2%, sedangkan TK terendah sebesar 

28,6%. Sementara itu, tingkat ketersediaan SD mencapai 44,2%, serta 

SMA dan SMK masing-masing 34,6%. Kondisi ini menunjukkan perlunya 

pemerataan dan pengembangan sarana pendidikan guna mendukung 

pelayanan pendidikan yang lebih merata dan berkelanjutan. 

 

Kata Kunci : Sarana Pendidikan, SPM, Samarinda Ulu 
 

A B S T R A C T  

Samarinda Ulu District is an urban area experiencing rapid population growth 

and residential development, thus requiring adequate educational facilities. 

This study aims to analyze the availability of educational facilities based on the 

Minimum Service Standards (SPM) and SNI 03-1733-2004. The method used 

is quantitative descriptive with a spatial approach based on Geographic 

Information Systems (GIS). The analysis is conducted by comparing the 

number of existing educational facilities with the needs based on population 

and service standards. The results indicate that the availability of educational 

facilities in Samarinda Ulu District still does not fully meet the needs. Junior 

high school (SMP) facilities have the highest availability at 69.2%, while 

kindergartens (TK) have the lowest at 28.6%. Meanwhile, primary schools (SD) 

have an availability rate of 44.2%, and senior high schools (SMA) and 

vocational high schools (SMK) each have 34.6%. This condition indicates the 

need for the equal distribution and development of educational facilities to 

support more equitable and sustainable educational services. 

Keywords : Educational Facilities, SPM, GIS, Samarinda Ulu 
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1. PENDAHULUAN  

Pertumbuhan kawasan perkotaan yang 
berlangsung secara dinamis menyebabkan 
kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan 
prasarana pendidikan semakin meningkat. 
Perkembangan jumlah penduduk serta 
bertambahnya aktivitas sosial dan ekonomi di 
wilayah perkotaan menuntut tersedianya 
pelayanan dasar yang memadai, termasuk 
pelayanan pendidikan. Sarana dan prasarana 
pendidikan berperan penting dalam menunjang 
aktivitas masyarakat sekaligus mendukung 
perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya, 
sehingga keberadaannya menjadi elemen penting 
dalam mewujudkan pendidikan dan kota yang 
berkelanjutan (Adimagistra & Pigawati, 2016). 
Selain itu, kualitas lingkungan pendidikan tidak 
hanya dipengaruhi oleh kondisi fisik hunian, tetapi 
juga oleh tersedianya fasilitas pendukung yang 
mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat 
secara menyeluruh, baik dari aspek sosial, 
ekonomi, maupun lingkungan (Maharani & 
Suwaandono, 2025).  

Salah satu komponen penting dalam sarana 
pendidikan adalah sarana pendidikan. Fasilitas 
pendidikan memiliki fungsi strategis dalam 
mendukung proses pembelajaran dan 
pembentukan kualitas sumber daya manusia pada 
berbagai jenjang pendidikan. Pengelolaan sarana 
dan prasarana yang baik meningkatkan efektivitas 
pembelajaran; kontribusi manajemen fasilitas 
terhadap efektivitas belajar tercatat sampai 
sekitar 36% dalam konteks Indonesia (Syarif 
Hidayatullah et al, 2025). Infrastruktur ekonomi 
dan kesehatan meningkatkan Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM), sementara variabel 
infrastruktur pendidikan dalam studi di Kota 
Samarinda khususnya Kecamatan Samarinda Ulu 
belum menunjukkan pengaruh signifikan pada 
IPM, mengindikasikan masalah 
kualitas/pemanfaatan, bukan sekadar jumlah 
fasilitas (M. F. Maulana et al., 2025) 

Kecamatan Samarinda Ulu merupakan salah 
satu kawasan perkotaan di Kota Samarinda yang 
menunjukkan perkembangan permukiman cukup 
pesat. Pertumbuhan kawasan terbangun yang 
didominasi oleh fungsi permukiman, 
perdagangan, dan jasa menyebabkan 

meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap 
berbagai fasilitas pelayanan, termasuk 
pendidikan. Berdasarkan data Badan Pusat 
Statistik Kota Samarinda tahun 2025/2026, 
jumlah penduduk Kecamatan Samarinda Ulu 
diperkirakan mencapai sekitar 122.000 jiwa 
sehingga menjadikan wilayah ini memiliki tingkat 
kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Kondisi 
tersebut menunjukkan bahwa penyediaan sarana 
pendidikan yang memadai dan terjangkau 
menjadi kebutuhan penting dalam mendukung 
pelayanan dasar masyarakat perkotaan.  

Sarana pendidikan memiliki peran strategis 
sebagai bagian dari sarana permukiman dalam 
mendukung kegiatan belajar masyarakat di setiap 
jenjang pendidikan. Penyediaan fasilitas 
pendidikan, baik taman kanak-kanak, sekolah 
dasar, sekolah menengah pertama, maupun 
sekolah menengah atas, perlu direncanakan 
sesuai jumlah penduduk dan ketentuan standar 
pelayanan. Menurut SNI 03-1733-2004 tentang 
Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di 
Perkotaan, penyediaan sarana pendidikan harus 
mempertimbangkan jumlah penduduk yang 
dilayani, radius pelayanan, serta tingkat 
keterjangkauan fasilitas. Ketentuan tersebut 
bertujuan untuk menjamin pemerataan akses 
pendidikan dan meningkatkan efektivitas 
pelayanan bagi masyarakat pada setiap jenjang 
pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut, 
Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 
menempatkan pemerataan akses pendidikan 
sebagai prioritas dalam penyelenggaraan 
pelayanan dasar masyarakat. Oleh karena itu, 
kajian mengenai tingkat ketersediaan sarana 
pendidikan diperlukan untuk menilai kesesuaian 
pelayanan pendidikan pada kawasan permukiman 
perkotaan. 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa 
penyediaan sarana pendidikan di kawasan 
perkotaan masih menghadapi sejumlah 
tantangan, terutama terkait ketimpangan 
distribusi fasilitas, keterbatasan kapasitas 
pelayanan sekolah, serta rendahnya tingkat 
aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas 
pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 
keberadaan fasilitas pendidikan tidak hanya 
ditentukan oleh jumlah unit yang tersedia, tetapi 
juga oleh persebaran spasial dan kemampuan 
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fasilitas dalam menjangkau penduduk yang 
dilayani (Adimagistra & Pigawati, 2016). 
Penelitian mengenai sarana dan prasarana 
permukiman di kawasan perkotaan juga 
menunjukkan bahwa meskipun sebagian fasilitas 
telah tersedia sesuai standar, pemerataan 
jangkauan pelayanan masih menjadi persoalan 
yang memengaruhi kualitas pelayanan 
masyarakat (Wahjoerini et al., 2022). 

Meskipun penelitian mengenai sarana 
pendidikan dan pelayanan permukiman telah 
banyak dilakukan, kajian yang secara khusus 
membahas tingkat ketersediaan sarana 
pendidikan berdasarkan Standar Pelayanan 
Minimal (SPM) di Kecamatan Samarinda Ulu 
masih relatif terbatas. Fokus bukan hanya pada 
jumlah sekolah, tetapi juga kualitas fasilitas dan 
kapasitas layanan untuk menghindari kepadatan 
berlebih atau sistem double-shift berkepanjangan 
(Zhenchao Zhang et al., 2025) 

Oleh karena itu, penelitian ini penting 
dilakukan untuk mengevaluasi tingkat 
ketersediaan sarana pendidikan berdasarkan 
jumlah penduduk dan Standar Pelayanan Minimal 
di Kecamatan Samarinda Ulu sebagai dasar 
penyusunan kebijakan pengembangan pelayanan 
pendidikan yang lebih merata dan berkelanjutan. 

 

2. DATA DAN METODE  

  Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif deskriptif dengan analisis spasial 
berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk 
mengidentifikasi dan mengevaluasi tingkat 
ketersediaan sarana pendidikan berdasarkan 
Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Selamat 
Riyandi et al., 2023). Analisis dilakukan dengan 
membandingkan kebutuhan fasilitas pendidikan 
berdasarkan standar kapasitas dan radius 
pelayanan menurut SNI dengan jumlah fasilitas 
eksisting (M.Ibnu, et. al., 2023)  
  Lokasi penelitian berada di Kecamatan 
Samarinda Ulu, Kota Samarinda, yang pada tahun 
2025 memiliki 133 unit fasilitas pendidikan, terdiri 
atas 34 Kelompok Bermain (KB), 28 Taman Kanak-
Kanak (TK), 34 Sekolah Dasar (SD), 18 Sekolah 
Menengah Pertama (SMP), 9 Sekolah Menengah 
Atas (SMA), 9 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 
dan 1 satuan pendidikan lainnya. 
  Data penelitian meliputi data primer dan 
sekunder. Data primer diperoleh melalui 

observasi lapangan untuk mengidentifikasi 
kondisi eksisting sarana pendidikan, mencakup 
kondisi fisik, kapasitas pelayanan, aksesibilitas, 
dan persebaran fasilitas. Sementara itu, data 
sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik 
Kota Samarinda, Dinas Pendidikan Kota 
Samarinda, serta dokumen perencanaan wilayah. 
 

 
Gambar 1. Kecamatan Samarinda Ulu 

   
Teknik analisis menggunakan SIG melalui metode 
overlay dan analisis spasial dengan perangkat 
lunak ArcGIS untuk memetakan persebaran 
sarana pendidikan, menganalisis jumlah 
penduduk pendukung, serta mengevaluasi 
kesesuaian fasilitas pendidikan berdasarkan SPM 
dan SNI 03-1733-2004. Tingkat ketersediaan 
sarana pendidikan dihitung dengan 
membandingkan jumlah fasilitas eksisting 
terhadap kebutuhan berdasarkan standar 
pelayanan menggunakan rumus: 

𝑇𝐾 =
𝐽𝑆

𝐾𝑆
× 100% 

 
Keterangan: 
TK = Tingkat ketersediaan sarana pendidikan (%)  
JS  = Jumlah sarana pendidikan eksisting  
KS = Kebutuhan sarana pendidikan berdasarkan   
standar pelayanan 
 
 Hasil perhitungan selanjutnya diklasifikasikan 
untuk mengetahui apakah ketersediaan sarana 
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pendidikan di Kecamatan Samarinda Ulu telah 
memenuhi standar pelayanan minimal atau masih 
memerlukan penambahan fasilitas. 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

 Berdasarkan hasil identifikasi sarana 
pendidikan di Kecamatan Samarinda Ulu tahun 
2025, terdapat sebanyak 133 unit fasilitas 
pendidikan yang tersebar di wilayah penelitian. 
Fasilitas tersebut terdiri atas 34 Kelompok 
Bermain (KB), 28 Taman Kanak-Kanak (TK), 34 
Sekolah Dasar (SD), 18 Sekolah Menengah 
Pertama (SMP), 9 Sekolah Menengah Atas (SMA), 
9 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta 1 
satuan pendidikan lainnya.  
 Analisis tingkat ketersediaan sarana 
pendidikan dilakukan dengan membandingkan 
jumlah fasilitas eksisting dengan kebutuhan 
fasilitas berdasarkan jumlah penduduk dan 
standar pelayanan menurut SNI 03-1733-2004. 
Dengan jumlah penduduk Kecamatan Samarinda 
Ulu sekitar 122.000 jiwa, kebutuhan sarana 
pendidikan dihitung menggunakan standar 
penduduk pendukung masing-masing fasilitas 
pendidikan. 
 Perhitungan kebutuhan sarana pendidikan 
dilakukan sebagai berikut: 
a. Taman Kanak-Kanak (TK) Kebutuhan = 

122.000 / 1.250 = 97,6 ≈ 98 unit 

Tingkat ketersediaan = (28 / 98) × 100% = 

28,6% 

b. Sekolah Dasar (SD) Kebutuhan = 122.000 / 

1.600 = 76,25 ≈ 77 unit 

Tingkat ketersediaan = (34 / 77) × 100% = 

44,2% 

c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Kebutuhan = 122.000 / 4.800 = 25,4 ≈ 26 unit 

Tingkat ketersediaan = (18 / 26) × 100% = 

69,2% 

d. Sekolah Menengah Atas (SMA) Kebutuhan = 

122.000 / 4.800 = 25,4 ≈ 26 unit 

Tingkat ketersediaan = (9 / 26) × 100% = 

34,6% 

e. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
Kebutuhan = 122.000 / 4.800 = 25,4 ≈ 26 unit 
Tingkat ketersediaan = (9 / 26) × 100% = 
34,6% 

 
Berdasarkan hasil perhitungan, tingkat 

ketersediaan sarana pendidikan di Kecamatan 
Samarinda Ulu menunjukkan perbedaan 
antarjenjang pendidikan. Sarana SMP memiliki 
tingkat ketersediaan tertinggi sebesar 69,2%, 
sedangkan TK menjadi yang terendah dengan 
28,6%. Temuan ini sejalan dengan penelitian 
Diany dan Mardiansjah (2022) yang menunjukkan 
bahwa ketersediaan fasilitas pendidikan pada 
suatu wilayah sering kali belum merata dan 
dipengaruhi oleh dinamika perkembangan 
wilayah serta perubahan jumlah penduduk. 
Penelitian tersebut menemukan adanya 
perbedaan tingkat ketersediaan fasilitas 
pendidikan antar kecamatan sehingga pelayanan 
pendidikan belum sepenuhnya terdistribusi 
secara seimbang. Kondisi serupa juga ditemukan 
di Kecamatan Samarinda Ulu, di mana tingkat 
pemenuhan sarana pendidikan berbeda pada 
setiap jenjang pendidikan. Rendahnya tingkat 
ketersediaan TK, SMA, dan SMK menunjukkan 
perlunya penambahan fasilitas untuk 
meningkatkan pemerataan akses pendidikan, 
sedangkan ketersediaan SMP yang relatif lebih 
tinggi mengindikasikan bahwa pelayanan 
pendidikan menengah pertama telah 
berkembang lebih baik dibandingkan jenjang 
pendidikan lainnya. 
 

 
Gambar 2. Persentase Ketersediaan Sarana 

Pendidikan 

 
 Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, 
seluruh jenjang pendidikan di Kecamatan 
Samarinda Ulu masih menunjukkan tingkat 
pemenuhan yang bervariasi dan sebagian besar 
belum memenuhi kebutuhan ideal berdasarkan 
standar pelayanan. Sarana SMP memiliki tingkat 
pemenuhan tertinggi, yaitu sebesar 69,2%, 
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menunjukkan bahwa pelayanan pendidikan 
menengah pertama relatif lebih baik dibanding 
jenjang lainnya. Meskipun demikian, jumlah 
fasilitas yang tersedia masih belum sepenuhnya 
mampu memenuhi kebutuhan penduduk. 
 Pada jenjang pendidikan dasar, ketersediaan 
SD mencapai 44,2% dari kebutuhan ideal. Kondisi 
ini mengindikasikan bahwa meskipun sekolah 
dasar telah tersebar di beberapa wilayah, jumlah 
fasilitas yang tersedia masih belum sebanding 
dengan jumlah penduduk yang harus dilayani. 
Keterbatasan tersebut berpotensi meningkatkan 
kepadatan peserta didik dan memperbesar 
jangkauan pelayanan sekolah. 
 Sementara itu, fasilitas TK memiliki tingkat 
pemenuhan paling rendah, yakni hanya 28,6%. 
Rendahnya ketersediaan fasilitas pendidikan usia 
dini menunjukkan bahwa pelayanan pendidikan 
pra-sekolah masih menjadi salah satu tantangan 
utama di Kecamatan Samarinda Ulu. Kondisi ini 
dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap 
pendidikan dasar awal, terutama pada kawasan 
permukiman yang berkembang pesat. 
 Pada jenjang pendidikan menengah atas, baik 
SMA maupun SMK menunjukkan tingkat 
pemenuhan sebesar 34,6%. Persentase tersebut 
mengindikasikan bahwa pelayanan pendidikan 
menengah atas masih memerlukan penambahan 
fasilitas agar mampu menjangkau penduduk 
secara lebih merata. Keterbatasan jumlah sekolah 
menengah atas dapat menyebabkan 
meningkatnya jarak tempuh masyarakat terhadap 
fasilitas pendidikan dan berpotensi menimbulkan 
ketimpangan akses antarwilayah. 
 

Tabel 1. Kategori Tingkat Ketersediaan 

 
sumber : hasil analisis, 2025 

 
 Dari tabel diatas menunjukkan bahwa SMP 
memiliki tingkat pemenuhan tertinggi (69,2%), 
sedangkan TK menjadi fasilitas dengan 
pemenuhan terendah (28,6%), sehingga prioritas 
pengembangan sarana pendidikan di Kecamatan 
Samarinda Ulu lebih diarahkan pada pendidikan 
usia dini dan pendidikan menengah atas.  

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan 
bahwa ketersediaan sarana pendidikan di 
Kecamatan Samarinda Ulu belum sepenuhnya 
memenuhi standar pelayanan berdasarkan 
jumlah penduduk dan ketentuan SNI 03-1733-
2004. Oleh karena itu, diperlukan upaya 
perencanaan dan pengembangan sarana 
pendidikan yang lebih terarah, terutama pada 
jenjang TK, SMA, dan SMK, guna meningkatkan 
pemerataan pelayanan pendidikan dan 
mendukung perkembangan kawasan 
permukiman perkotaan secara berkelanjutan. 
 

4. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis tingkat ketersediaan 
sarana pendidikan di Kecamatan Samarinda Ulu 
tahun 2025, diketahui bahwa ketersediaan 
fasilitas pendidikan masih menunjukkan tingkat 
pemenuhan yang bervariasi dan belum 
sepenuhnya memenuhi kebutuhan berdasarkan 
SNI 03-1733-2004. Sarana pendidikan tingkat 
sekolah menengah pertama (SMP) memiliki 
tingkat ketersediaan tertinggi dengan persentase 
sebesar 69,2%, sedangkan fasilitas taman kanak-
kanak (TK) menunjukkan tingkat pemenuhan 
terendah, yaitu 28,6%. Sementara itu, tingkat 
ketersediaan sekolah dasar (SD) mencapai 44,2%, 
sedangkan sekolah menengah atas (SMA) dan 
sekolah menengah kejuruan (SMK) masing-
masing sebesar 34,6%. Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa penyediaan sarana 
pendidikan di Kecamatan Samarinda Ulu masih 
belum sebanding dengan kebutuhan pelayanan 
penduduk. 

Keterbatasan jumlah fasilitas pendidikan, 
terutama pada jenjang pendidikan usia dini dan 
menengah atas, menunjukkan bahwa 
pertumbuhan penduduk dan perkembangan 
kawasan permukiman belum sepenuhnya 
diimbangi oleh penyediaan sarana pendidikan 
yang memadai. Selain jumlah fasilitas yang masih 
terbatas, persebaran pelayanan pendidikan juga 
berpotensi menimbulkan ketimpangan akses 
pada beberapa wilayah, khususnya kawasan 
dengan kepadatan penduduk tinggi dan wilayah 
yang memiliki keterjangkauan pelayanan rendah. 

Oleh karena itu, peningkatan pelayanan 
pendidikan di Kecamatan Samarinda Ulu perlu 
dilakukan melalui penambahan serta pemerataan 
pembangunan sarana pendidikan sesuai 

Jenis 
Sarana 

Eksisting 
Kebutuhan 

SNI 
Tingkat 

Ketersediaan 
Kategori 

TK 28 98 28,6% Rendah 

SD 34 77 44,2% Sedang 

SMP 18 26 69,2% Cukup 

SMA 9 26 34,6% Rendah 

SMK 9 26 34,6% Rendah 
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kebutuhan penduduk dan jangkauan pelayanan 
yang ditetapkan dalam standar. Perencanaan 
fasilitas pendidikan juga perlu 
mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan 
penduduk dan perkembangan kawasan 
permukiman agar pelayanan pendidikan dapat 
berlangsung secara lebih efektif dan 
berkelanjutan. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
masukan bagi Pemerintah Kota Samarinda dalam 
merumuskan kebijakan pembangunan dan 
pengembangan sarana pendidikan di Kecamatan 
Samarinda Ulu, sehingga pemerataan akses dan 
kualitas pelayanan pendidikan dapat ditingkatkan 
secara optimal. 
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